
KONAWE

Menimbang

Mengingat

PEMTURAN DAEMH KABUPATEN KOI{AWE
NOMOR: 4 TAHUN2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KETENAGALISTRI KAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

: a. bahwa tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan yaag

sangat pentng artinya bagi kehidupan manusia. tetapijuga dac=1

mernbahayakan keselamatan jiiva dan harta berda manusia, oleh
karena rtu perlu oiatur pengeloiaan dan usaha penyediaannya;

b. bahwa dalam rangka medorong peningkatan usaha penyediaar

tenaga lisfik bagi kepentingan rakyat, rn*.a perlu dialur
pengelolaan dan pemanfaatannya,

c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut c;atas, maka perlu
ditetapkan Calam Peraturan Daerah Kabupaien (onale.

:1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten€ng Pembentukar
Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lennoaran Negara trt

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran ltegara Rl 1822):

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerar
dan Retibusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomc': 41, TLN Nomcr
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noncr
34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 246, TLli 4048);

Undnag-Undang Nomopr 23 Tahun '1997 teniang Pengelolaar
Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 No.mcr 66, TLN Nomor 3699)

2.



Dengan Persetujuan Ber:sama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEI.I KONAWE

dan

BUPATI KONA\.VE

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN K0NAWE TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KETENAGALISTRI KAN

BAB I

KETENTUAN UMUI'd

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah. Pemerintah Kabupaien Konavre
2. Bupaliadalan Bupati Konavre

3. DPRD aCalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kona.,.:
4. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Can Energi Kab-raten Kona've
5. Kepata Dinas adalah Kepala Dinas Periambangan dan Energi Kab,-raten Konar,re
6. lnstalasi tenaga lisfik, selanjutnya disebut instalasi adalah ba:gunan. mesin-

mesin, peralatan, saluran - saluran dan tansfoiniasi. dis'uribusi. czr pemanfaaian

tenaga lisfrk.

7. Jaringan ['ansmisi ltlasiortal adalah jaringan Fansinisi tegangan tn3gi, eksfa dan i
aiau ultra trnggi unruk menyaurkan tenaga lisnk bagi kepentin;zr umum 'yang

ditetapkan pemerintah se bagai jaringan transmisi l{asional.
8. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga lisfik yang dibargkitran secara

terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri maupun umur:,. sesuai dengan
tenaga lisfik yang diperlukan.

L Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga lisfik yang d;t:ngkifl<;n hanya
pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga lisfrik dari pernega:rg kuasa usaha
ketenagalist.ikan (PKUK) atau pernegang izi" usaha ketenaqziistikan untuk
kepentingan umum (PIUKU)
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10. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga lisfik yang dibangkiden untuk
kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian irri pembangkit yang

relatif mudah dipindah-pindahkan ljenis portable).

1 1. Usaha Penyediaan Tenaga Lisfik untuk Kepentingan Sendin seianjutnya disebut
UKS adalah usaha pernbangkitan, transnusi dan distribusi tenaga listik yang

memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri
12. Usaha Penyediaan Tenaga Lisfik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya

disebut UKU adalah usaha pembangkitan, fansmisi dan disfibusi tenaga lisfik
yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum

13. Usaha Jasa Penunjang adalah usaha di bidang jasa ketenagalistikan yang
meliputi Jasa Perencanaan, Pembangunan / Pemborongan. Pemeliharaan dan
Fe rr gawasa n kete rragaiisf'rkan

BAB II

PEMANFMTAN SUMBER ENERGIUNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Pasal 2

-Qet'ap pembangkii ienaga lisfik memprioritaskan pemanfaatan sumb'er energi
pn'mer setempat, oark yang terbarukan maupun yang tidak terba:ukan dengan
memperhatrkan aspek ekonomi nya
Ketentuan mengenai prioritas pemanfaatan sumber en::gi sebagaimana
dimaksud cjaia,r;i ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengal, perauran Bupati.

BAB III

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAEMH

Pasal 3

Pemerintah Daerah Menyusun Rencana umum Ketenagalisfikan Daerah
Dalam menyusun rencana umum Ketenagarisfiikan da.ti;dr sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah memperiajkan ,ffan dan
masukan dari masyard<at setempat
Penyusunan rencana umum Ketenagalisfikan Daerah mengacr pada pedcman
rencana umum Ketenagalisfikan yang ditetapkan oleh pemerinah.

11'l

\L)

(1)

{2)

:rint @ mdn 846- HL(UM



PaCa wilayair yang tidak dan / atau belum dapat menerapkan kompetensi, badan

usaha yanE memiliki wilayah usaha wajib membuat rencana penyediaan tenaga

listrik berdasarkan rencana umum Ketenagalistrikan d aerah.

Pemei'intah Daerah menyeiiiakan dana penrbangunan sarana penyediaan tenaga

listrik di daerah terpencil dan di daerah pedesaan.

BAB IV

U SAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri
(uKS)

Pasal 4

Setiap usaha penyediaan tenaga lisfik untuk kepentagan sendiri hanya dapat

dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati

Pasal 5

(1) Penyediaan tenaga lisfik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas
pembangkitnya sanrpai dengan 200 KVA ke atas, maka hanya dapar dilaksanakar:
setelah mendapat izin dari Bupati

(2) Penyediaan tenaga listik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas cii bawah
200 KVA, rnaka wajib didaftarian pacia Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pertambangan

1 
(3) lzin Usaha dan wajib daftar dibenkan keoada Badarr usaha, Perseorangan

I Kolerasi, keiompok masyarakat, lnstarrsi Pemerintah atau instansiiainnya.

I

1 pasat 6

I

lPernnhonan izin Usaha penyediaan tenaga llsfik unluk kepentingan sendiri diajukan

lsecaa tertulis kepada Bupatimelalui Dinas Pertambangan dengan melampirkan:
la. Akta pendirian perusahaan

(4)

(5)

lb. Garnbar tata letak lingkungan, lc. Gambar denah instalasi

I
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d.

e.

f

Diagram garis tunggal inshtasi
Uraian rencana kebufuhan tenaga lisfik
Doku rnen persetuj uart Analisis mengenai Dampak Lin gku n gan (Alr,1 DAI ) atau

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL)dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UFL)

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1). lzin usaha penyediaan tenaga lisfrik untuk kepentingan seniiri berlaku untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(2). lzin usaha penyediaan tenaga listik untuk kepentingan sendiri dinyatakan batal

apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggai penerbitan izin.

pemban g unan instalasinya belum dilaksanakan.

Pasal B

(1). Sebelum pengeporasian tenaga listik, Pemegang izin usaha peryediaan tenaga

lisbik untuk kepentingan sendiri wajib rnemiliki izin laik cperasi dari tim teknis
Dinas Pertambangan bersama instansi teknis lainnya yang ditetapkan dengan

surat keputusan Bupali
(2).lzin laik operasr dibei'ikan kepada pemeganE izin usaha tenaga iis:'k menurut sifai

penggunaan tenaga lisfik yang dibangkifl<an yartu ;

a. Penggunaan utama
b. Penggunaan cadangan
c. Penggunaan darurat
d. Penggunaan sementara

(3) lzin laik operasi iiberikan untuk jangka waki.r 5 (lima) ta:.in dan dapat
ciiperpan;ang.

Pasal 9

Pemegang izin laik operasi berkewajiban :

: a. Melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan iiirn yang dierikan, dan

; bertanggung iavvab etas segala akibat yang timbul dari pelaksanan izin yang
diberikan.

b. tr'lenyampaikan laporan berkala kepada Bupati melalui Dina: tertambangan

mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunaka.': rentuk lapoi'an
yang telah ditetapkan.

Prinf Q mon gAE. HIJKUTA
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d

Melaporkan setiap perubahan yang berhubungan dengan usahanya

frl.",6.iirn kesempatan tirpiCt petugas yang ciitunluk Bupati untuk

melaksanakan pengawasan terhaiap pelaksanaan izin ooerasi

t'Jelaksanakan ketentuan- ketentuan teknik. Keamanan dan i'-elamatan sena

fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan pei'unciang-undangan vang berlaku'
c.

Pasal 10

lzin laik operasi sebagainnana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus:

a. Diperbarui apabila diadakan perubahan sifat penggunaannya.

b. Diiaporkan kepada Bupati konawe melalui Dinas Pertambangan' apabila ada

perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya sampai dengan 10 % darijumlah

kapasitas pembangkit tenaga list'ik yang diizinkan.

Pasal 11

lzin laik cperasi berakhii karena :

a. Habis masa berlakunya

b. Dikembalikan

c. Dibatalkan

Ketentuan dan tata cara permohonan

dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

dan pemberiai izin iaik operasi :ia:ur iebih lanjui

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKUt

Pasal 13

Setiap usaha penyediaan tenaga listik untuk kepeniingan umum yang iidak masuk

jaringan fansmisi nasional dan lintas Kabupaten hanya dapat ciiia;sanakan aoabila

mendapat izin dari Bupati
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Pasal 14

i1) usaha penyecjiaan tenaga li;ti'ik unirrk kepentngan urnum i::;tiPuir'h

Pernban gkii Tenaga Listrik

Transmisi Tenaga Listrik

Distribusi Tenaga Listrik

Penjualan Tenaga Listik
Agen Penjualan Tenaga Listrik

Pengelolaan Pasar Tenaga Lisfrik

Pengelolaan Sistem Tenaga Listik

(2). Di witayah yang tidak dan / atau belum dapat menerapkar xompetisi, usaha

penyediaan tenaga lisfiik sebagaimana dimaksud dalam aye'. i1.; dapat dilakukan

secara terintegrasi.

Pasal 15

Permohonan izin Usaha penyediaan tenaga lisfrk untuk kepentinga:r u;'num diajukan

secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertannbangan cengan :-elampiftan Cata-

data tentang:

a. l-okasi Usaha
b. Jenis dan kaoasitas oembangkittenaga lisfik i Lransmisil disftb,,-=

Jenis energi primer yang digunakan.

Dist-ibusi Tenaga List'ik
l"/ilayah Usaha
Jadvral Pembangunan

Sumiler Pendanaan
iadival Pengoperasiaan

Jadwal penggunaan renaga kerja asing maupun lokal ba:k selama m6a
pembang unan maup un selama beroperasi.

Dokumen Persetujuan Analisis Mengenai Dampat< Lingkungai {AlilDAL) aau
Ulaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lirrgkungan (UKL)

sesuai pei'undang-undangan yang berlaku.

a.

b.

d.

f.

g.

(^

d.

e.

i
q

h.

i.

::;r p .cn EAt- !r,,Xurr
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Pasal 16

(1) Paling lanrbat dalam waktu 30 itga puluh) hari kerja setelan permohonan izin

usaha penyediaan tenaga listik diterima Cengan lengkap. -upati rnengambil

keputusan untuk menerima dan / atau menolak memberi izin'

(2). izin Usaha Penyediaan Tenaga Lisfik untuk kepentingan umunr diberiKan untuk

jangka waktu 15 (lirna belas) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

lzin Usaha Penyediaan Tenaga Lisfik untuk kepentingan umum dinyatakan batal

apabila dalam jangka waktunya 2 ( dua) tahun sejak tanggal penerbitan izin,

pembangunan instalasi belum dilaksanakan.

Pasai i8

Pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Lish'k untuk Kepentingan Umum wajib :

a. Memenuhi liebutuhan tenaga listik cii wilayah usahanya
b. Bertanqgung jawab atas segala akibat yang iirnoul dari pelaksanaan izin Usaha

yang diberikan.

c. l/elaksanakan ketentuan teknik. keamanan dan keselamatan s:na kelestarian
fungsi lingkurrgan sesuai dengan peraiuran perundang-unciangan vang berlaku.

d. Menyampaikan laporan secaa berkala sekurang*urangnya 6 (enam) bulan sakali
kepada kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan

Pasal 19

(1). Harga jualtenaga lisfik untuk konsumen dari usaha penyediaan tenaga lisfik
untuk kepentingan umum akan diakrr dengan keputusan Bupati bei'oa-sarkan
peraturan yang berlaku

i (2). Dalam 5al pengaturan hargajud tenaga lisfik akan dipe;'hatikan hal-hal:
Kepentingan Daerah
Kepentingan Konsumen
Kaidah-kaidah

Biaya Produirsi

a.

b.

J
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e. EfisiensiPengusahaan
f. Kelangkaan dan sifat- sifat khusus sumber energi prirner yang digunakan

g. Skala pengusahaan dan inteikoneksi sistem yang dipai:'
n Biaya pelestarian fungsi iinEkungan hiduc

i. Kemampuanmasyarakat
j. l'4uttr dan keadaan penyediaan tenaga lisftk.

(3). Harga jual tenaga lisfik dinyatakan dalam mata uang rupiah

Pasal 20

(1). lnstalasi tenaga lisfik milik pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik untui<

Kepentingan Umum hanya dapat dioperasikan secara komersial setela:;

mendapat sertifikat laik operasi
(2). Pemeriksaan instalasi dan penerbitan sertifikat uji laik opaasi diiakukan oleh t"'

teknis Dinas Pertambangan bersama instansi lainn;: sesuai peratura-
perundan g-u ndangan yang berlaku

Bagian Ketiga
h:in Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 21

Setiap usaha jasa penunjang tenaga listrik hanya iapai dilakukan s:ielah mendapat
izin cjari Bupati

Pasal22

(1) Usaha jasa penunjang tenaga lisfik diklasifikasi berdasarkan pris dan golongan
usaha sebagai berikut:
a. Konsultasr Ketenagalisfikan

Konsultasi Ketenagalisfrikan terdin dan 2 (dua) bidang usaha yaitu ;

(1 ). Perencanaan Keienagalistikan :

a) Perencanaan Ketenagalist"ikan Gclcngan A
b) Perencanaan Ketenagalisl.ikan G:::ngan B

c) Perencanaan Ketenagalisfikan Gciongan C

2rinr € r:n 8A6 i,-,(Ur/ 
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d) Perencanaan Ketenagalistrkan Golongan D
(2) Pengawasan Ketenagalisfikan

a) Pengawasan Ketenagalistrikan Golcngan A,

b) Pengavrasan KetenaEalistikan Golongan 3
c) .rengawasan Ketcriagalistrii',anGolonganC
d) Dsngawasan 

Ketenagalistnkan Golongan D

b- Pembangunan dan Pemasangan peralatan Ketenagalislrikan
Usaha pembangunan dan Pemasangan Peralatarr Ketenagaiisfikan dibagi

-qesuai cjengan kemampuan teltnik l.;aCan trsaha sebagai ber-ikut :

1) Pembangunan dan Pemarangan Peralatan Ketenagalistrikan Gol. I

2) Penbangunan dan Pemasanga n Petalatan Keienagafis:ikan Gol. ll
3) Pembangunan cjan Pemasangan Peralatan Ketenagalisr-rkan Gol. lll
4) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalisnkan Gol. lV

c. PemeliharaanperalatanKetenagalistrikan
( 1 ). Pennelih araan peralatan Keten a g alist ri? an

a) Per-alatan Peralatan Ketenagalistrii'an Golongan I

b) Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan ll
c) Perawatan Peralatan Ketenagalistikan Golongan lli
d) Perawatan Peralaran Ketenagalislr;2an Goiongan lV

(2). Pen gujian Ketenagalistrikan
a) Pengujian Ketenagalisllil<pp eqiry'4cn A
b) Pengujian Ketenagalis ttilan Grti,,-,gan B
c) Pengujian Ketenagalislri'ran (:rj,.. gan C

t4\ ,, , d) Pengujian Ketenagalisttik--tnGr,,.--,ian D
rz; netetttuan te.:iang penggolongren sebaqainrz:,2 tersebttpada casal 21 poin'r a,b

can c ci atas :kai ;;at,,"t;;;j ,,,nirti,,iz-., , rrutiiiibl,u;t

Panl2l:

f.ata 
cala permo:h0nan dan pemberian ilrt.u't-i2.!asa penunjang :enaga iisfik akan

diatur lebih lanjut dengan keputusan eui{

II
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BAB V
RETRIBUSI

Bagian Peftama

Objek dan suoyek Retribusi

Pasal 24

(1). Setiap pemberian izin usaha penyediaan tenaga lisfik untuk kepentingan

sendiri, izin usaha penyediaan tenaga lisfik untuk kepentingan umum dan izin

usaha jasa penunjang tenaga listik dipungut Refibusi

(2) Objek Refibusi adalah pemberian izin usaha penyediaan tenaga lisfrik untuk

kepentingan sendiri, tanda wajib daftar usaha penyediaan tenaga listik untuk

kepentlngan sendiri, izin penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan

pemberian sertifikasi laik operasi serta pemberian izin usaha jasa penunjang

tenaga listik

(3) Subjek Refibusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapat izin

usaha penyediaan tenaga lisffik untuk kepentingan sendiri, ianda wajib daftar

usaha penyediaan tenaga lisfik untuk kepentingan send.ri. izin penyediaan

tenaga iisfik untuk kepentingan umum dan pemberian seriiikas: laik cperasi

serta izin usaha jasa penunjang tenaga listrk

Bagian kedua
Golongan Retribusi

Fasal 25

Retribusi lzin usaha penyediaan tenaga listik untuk kepentingan sendiri, izin
penyediaan tenaga lisfik unfuk kepentingan umum dan izin usaha jasa penunjang

tenaga listik digolongkan sebagai refibusi perizinan terbntu.

::i.r e m6 946_ H(xuM
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(1)

(2)

(1)

t /l

Bagian ket!ga
Frinsip Penetapan Struktur dan Besai'nya Tarif Reiribusi

Pasal 26

Prinsip yang digunakan datam penetapan sfuktur dan besa'nya tarif rebibusi

didasarkan atas kapasitas usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

dengan tujuan menarik biaya untuk menutupi biayapenlelenggaraan pelayanan

perizinan.

Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dinnaksud dalam avai.

(1) meliputi biaya jasa penyediaan perizinan, pengawasan dan pembinaan

Pasal2T

Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga lisfik dan usaha jasa c:nunjang
sebagaimana dirnaksud dalam pasal 4, pasal 12 ;jan pasal 20 v;alic dikenakan
refibusi.
Tarif rebibusi sebagaimana dimaksud oalam ayat (1) ditetapkan se lagai berikui :

a. lzin usaha penyediaan tenaga listik uritui: kepentingar sendiri den3an

kapasitas diaias 200 KVA = Rp. 5C0.000.-
b. izin usaha penyediaan tenaga listrrr. untuk kepentng:i umum = ic.

3.C00.000 -

c. lzin Jasa Penunjang usaha ketenagalist.rkai: = Rp. 1SC.C|- -

d. 'Tanda 
Wajib Daftar bagi penyedia tenaga lsfrk untuk r.et:'.tngan senc'il

dengan kapasitas di bawah 200 KVA Rp. = 100.000,-
e. izin LaiK Lrperasi'i-enaga Lisfik Untuk Kepeniingan Serrcjirj o-.'2zrt kapasi:as

sampaidengan 200 KVA = Rp. 100.000.-
f. lzin Laik OperasiTenaga Lisfik Untuk Kepentinqan Sendiri deaoan kapasha:

diatas 200 KVA = Rp. 250.000,-
g. lzin Laik OperasiTenaga Lisffit Untuk Kepentingan Umum = F.l. 500.000.-
Besarnya tarif perpanjangan izin dan daftar ulang adiilah 75 ,eL dari biqa
semula

Biaya sebagaimana tersebut pada ayat 2 dan 3 ii atas meruoak:- pemerimaa:i

Daei'an yang harus disetor ke Kas Daereh sesuai keientuan dan ri"e'.anisme ya^g

diatui' berdasarkan perundang-undangar yang bedaku.

(3)

(4)

p.i- g non ts46. H{JKUft,
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(s)

(6)

Biaya peninjauan lokasi/lapangan dan pembuatan dokumen Amdal ditanggung

oieh remohon
Ketentuan mengenai tata cara pungritan dan pen;.'etorati sebagairrana dimaksud

dalam ayat 4 akan diatur lebih lanjut dengan Peraiuran Bupai; {onale.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

Pembayaran Refibusi dilakukan secara tunai

Pembayaran ref,ibusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ciilakukan dengan

menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau alal tagih lain yang

dipersamakan dengan itu.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

Bup at dapat memberikan pengurangan, keri nga n an. d an Fembe ;asan Reti'ibusi
Tata cara pemberian pengurangail. dan Pembebasan Refib;sr sebagaimana
dimaksu,;'daiam ayat (1) Ciietapkan ciengan Kepuiusan Sula'u.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 3C

vilajib Ret'ibusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan ref;ibusi dan atau
sanksinya kepada Bupati

Kebera'tan sebagaimana dimaksud dalarn ayat il) diajukan daia,;, :angka waktir

2(dua) bulan sejak tanggal surat Ketetapan Reribusi Daerah diier brd<an kecuali
apabila wajib Retibusi dapat nenunjukkan bah'va jangka waictri iersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

{3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewaiiban untuk membar;:. ::fibusi can
petaksanaan untuk penagihan refibust.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2).
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(1)

(2)

(3)

Pasal 31

Eupaii dalam jangfa wakiu sekiirang-kui'angnya 6 (enam) buiail sejak tanggal

surai keberaian ciiterima Buoati harus memcerikan Keouiusa. aias keberaian

yang ber-sangkutan.

Kep,..iiusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
"lesarnya 

retibusi

yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksucj dalam ayai (1, :elah lewat dan

Bupatitjdak memberikan suatu keputusan rnaka keberatan yang oiajukan tersebut

dianggap diterima

tsAB VI

PEMBINMN DAN PENGAWASAIi

Pasal 32

Pelaksanaan. pembinaan darrpengawasan aias kegiatan pe!aksanaai izin operasican
izin penyediaan tenaga Listrik d;lakukan oleh Dinas Pertambangan

Pasal 33

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana Cimaksui Calan pasal 31 :2ig melipu .

a. Keselamatan dan Keamanan bagi rnanusia dan pada kes:;:':han sis::n
penyediaan tenaga lisirik

b. Optimasi pemanfaatan sumber energi domesdr... termasuk pe-=^'aaian ene'gi
terbarukan
Dorlindr ;nnan linnlzr rnncnr vr iltrvgttuqtt Ittvt\vttv(rta

Pemanfaatan proses teknologi yang basih. ramah lingkungan ian berefisiensi

tinggf pada pembangkit tenaga lisfik.
Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri. tenriasuk kcmpetensi eigineering.
Keadaan dan cakupan penyediaan tenaga tist'ik.
Tercaoai nya standarisasi Ci bidan g kete nagalisirika n

d.

e.
t
I

g.

:'ir: € rcn 9A;. l,J(U^,,
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Pasal 34 
!

Daian meiaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud cialam

pasal 33 Dinas Periambangan:

a. Dapat menetapl<an pedoman dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang bedaku.

b. Memberikan bimbingan serta pelatihan

c. Melakukan inspeksi terhadap instalasi ketenagalisfikan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Barang siapa yang tdak mentaati ketentuan pasal 4, pasal 12 dan pasal 2i
Peraturan daerah ini. diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga

bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya 5 x Retribusi terutang
(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggarai:

Pasal 36

(1). Selain Peiabat Penyidik Umum. maka penyioi<an atas pelanggaran Peratui-ai-

Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungai-,

Pemei'intah Daerah
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagalmana d;maksucj ayat (1) pasal ini, dalam

melaksanakan penyidikan dilakukan sesuai kewenangan yang Ciberikai
berdasar{ran peratuian Peiunclang-undangan yang beriaku

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasa! 37

Semua izin Usaha Ketenagalisfikan yang telah Ciberikan sebelum ditetapka;:
Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai de.gan berakhirnya lzin Usaha
ketenagalisfikan tersebut dan diwajibkan untuk mencjeiar ulang untuk diklasifikasikan

?rint € nqn gle. A)KUM io



keabsahan dang kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya dan bagi yang tidak

dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan perizinannya d<an dikenakan tind*an
penertiban.

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya mernaintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemba'an Daerah Kaoupa^::r

Konawe.
Ditetapkan di Unaaha
Padatanggal i1 Juni 2007

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H.LUKITAN AEUHAit'AS.

Diundangkan di Unaaha
Padatanggal 19 Juni 20C7
PIi. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE,

T.T.D

MUSTARI TUMORO

LEMBARAN DAERA|I KAEUPATEN KONAWE TATUN 2(}O7 NOMOR 38

UNTUK SAUNAN

iDisnrrru sESUAT DENcAN ASLTNYA,

rhase" HUKUM sErDA KAB. KoNAWE
{,h .l

NIP.




